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BAB 

PENDAHULUAN 

Sebagai suatu Negara Hukum Bangsa Indonesia mempunyai system 

p1:radilan dan catur penegak hukum . namun dalam komponen perad1lan yang 

o · up urgen adalah Kepohs1an Hal ini disebabkan kepohs1an merupakan bag1an 

ra· g tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu 

sistem yang terintegrast Sebaga1 suatu sistem. peradilan pidana memerlukan 

• etenkatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnnya. 

Dalam undang-undang no. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur 

secara leb1h rinci tentang kedudukan . peranan dan tugas kepolsian Negara 

Republik Indonesia dalam ka1tannya dengan proses p1danan sebagai penyelidik 

da·' penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik 

Pegawai Negeri S1pil tertentu yang diben wewenang khusus oleh undang-undang 

Dalam KUHAP Pasal 1 but1r 1. disebutkan pengertian Penyid1k adalah 

==t abal Polisi Negara Repubiik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

�e:ntu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melkukan 

peny1d1kan 

Pada dasarnya Kepoiis1an Negara Republik Indonesia sebagaimana 

:na�.sud dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

�ohK lndonesa1 dalam Pasal 4, bertujuan untuk menJamin tert1 dan tegaknya 
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·um serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan 

::a" ketert1ban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri, 

""'se!enggaranya fungsi pertahanan keamanan Negara, dan tercapainya tujuan 

"ias1onal dengan menjunjung tinggi hak Azasi Manusia. 

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang 

�---egakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing 

-:;;yarakat dalam rangka terjaminnya ketertban serta tegaknya hokum. 

Kepolisian sebaga1 bagian integral fungsi pemerintahan Negara, ternyata 

�s1 tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif 

...a.am kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja,tetapi juga 

-""'lC:akup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan begitu melekat 

....,ja fungsl utama adminitrasi Negara mulai dari bimbingan dan pengaturan 

sa. - oai dengan tindakan kepolisian yang bersifat adminitrasi dan bukan kopetensi 

:::engad1lan. serta melakukan pengawasan terhadap peredaran senjata api Non 

�me TNl/POLRI. 

Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-undang no.2 Tahun 2002 teniang Kepolisian 

�o;;ny1 " memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan 

�a� dan senjata tajam". Dari wewenang tersebut maka dapat diliat keberadaan 

- - s an sengat berhubungan dengan pelaksanaan peredaran senjata api dan 

-= ".'US Juga melakukan pengawasannya. 
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